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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

fungsi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah di paparkan 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai Peran Inspektorat dalam mencegah 

terjadinya penyalahgunaan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang 

dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan serta penyusunan dan 

penyampaian laporan hasil pengawasan belum efektif. Karena dari hasil 

penelitian peneliti bahwa masih banyak kekurangan yang ditemukan oleh 

peneliti dalam hal pengawasan keuangan daerah. Mulai dari hal ketepatan 

waktu dalam pengawasan, anggaran yang tidak memadai mengakibatkan 

pengawasan yang tidak efektif serta keakuratan data  yang didapatkan 

dilapangan belum akurat. 

2. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan kendala-kendala yang di 

hadapi oleh inspektorat kabaupaten bolaang mongondow utara dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan serta penyusunan dan penyampaian 

laporan hasil pengawasan. Kendala yang dihadapi oleh inspektorat 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kekurangannya jumlah 

pegawai yang ada di inspektorat kabupaten bolaang mongondow utara 

khususnya auditor, kurangnya pengalaman kerja dalam hal pengawasan, 

anggaran yang tidak memadai serta kurangnya kerja sama Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah dalam pemberian dokumen yang berpengaruh pada 

hasil pengawasan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Disarankan agar segala pencapaian pengawasan yang telah di capai oleh 

Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar di pertahankan 

kalau bisa di tingkatkan, agar segala bentuk penyalahgunaan keuangan 

daerah dan penyelewengan yang ada di daerah dapat di tekan sehingga 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersih dari penyalagunaan 

keuangan daerah. 

2. Diharapkan pihak inspektorat kabupaten bolaang mongondow utara 

dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam hal 

pengawasan keuangan daerah, sehingga ketika melakukan pengawasan  

inspektorat kabupaten bolaang mongondow utara bisa lebih efektif 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

3. Disarankan agar Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

dapat secepatnya mengusulkan kepada Bupati Bolaang mongondow 

utara untuk mengangkat pejabat baru yang memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah 

kabupaten bolaang mongondow utara agar bisa berjalan dengan baik. 
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Lampiran 1 

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara dengan bapak La Ode Osnawir Ojayana, S.Pd. selaku Sekretaris 

Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

 

 

Wawancara dengan ibu sulha mokodompis, S.Pd.,MM selaku Inspektur 

Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

 



Lampiran 2 

Daftar Pertanyaan Dengan Ibu Sulha Mokodompis, S.Pd.,MM 

1. Apa peran inspektorat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan 

keuangan daerah?  

2. Bagaimana cara membuat PKPT ? 

3. Ada berapa jenis pemeriksaan yang ada di inspektorat ? dan apa bedanya 

!!! 

4. Bagaimana tugas tim dalam melakukan pengawasan ? 

5. Apa saja yang ditemukan pada saat pemeriksaan ? 

6. Pada siapakah laporan harus disampaikan ? 

7. Bagaimana cara yang dilakukan inspektorat dalam menyelesaikan 

kerugian daerah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Bapak Muliono Sanggilalung 

1. Bagaimana peran inspektorat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan 

sejak dini ? 

2. Berapa lama waktu pemeriksaan inspektorat ? 

3. Bagaimana tindakan inspekrot pada saat ada pengaduan dari masyarakat ? 

4. Bagaimana peran inspektorat dalam melakukan pengujian dan pengusutan 

terhadap suatu temuan ? 

5. Apa saja yang menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pemeriksaan 

? 

6. Faktor apa yang mempengaruhi pemeriksaan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Daftar pertanyaan wawancara dengan bapak la ode osnawir ojayana,  s.pd.  

1. Apa yang dilakukan inspektorat sebelum melakukan pemeriksaan di 

setiaap SKPD ? 

2. Apa yang menjadi kendala pada saat pemeriksaan ? 

3. Manfaat pemeriksaan reguler ? 

4. Bagaimana  cara menyelesaiakan hasil temuan dalam lapooran hasil 

pemeriksaan ? 

5. Apa saja yang mempengaruhi efektivitas dalam melakukan pengawasan ? 
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